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	This study looks at the extent to which government collaboration and public involvement in service delivery by the Jambi Provincial Government, in its course of governance continues to move in the service sector which can be directly accessed by the public, not only as recipients, but also as a source of services. To accelerate this process, the government is transformed into instant and practical with the concept of e-government, implementing governance with the principle of collaboration, utilizing technology, and information services produced can be accessed by anyone in an open / Open Government manner. However, this understanding of government has not been fully responded to in response both in the community and the government itself. By using a qualitative approach and descriptive method, the authors hope to obtain the empirical relationship behind the phenomenon by obtaining a profound, thorough, detailed and complete meaning. Therefore the use of a qualitative approach in this study is to match, compare, and look for the red thread between empirical reality and the prevailing theory. The findings in this study are the absence of a clear collaboration design and the low level of understanding among service providers in government regarding mechanisms, methods, and innovation processes that aim to be able to involve the public effectively, either as recipients or sources of services. This is due to the lack of commitment from leaders at the elite level, and organizational culture that is still static, not dynamic. And the availability of budget and supporting infrastructure that is still minimal. Then more effective collaboration is needed by being encouraged by improving regulations, structuring and improving the quality of human resources, and commitment to the provision of budgets and supporting infrastructure for electronic-based services. So if all these elements can be fulfilled, the implementation of a government based on open public engagement with open government design can be realized in Jambi Province.
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PENDAHULUAN
Desain Pemerintahan Terbuka atau secara internasional dikenal sebagai Open government, konsep ini menjadi populer setelah adanya Memorandum on Transparency and Open Government oleh Pemerintahan Barrack Obama di Amerika Serikat pada tahun 2009, dan diikuti oleh peluncuran data.gov.uk oleh pemerintah Inggris pada tahun 2010. Kemudian konsep keterbukaan ini memicu gerakan yang diikuti secara global, kemunculan portal data pemerintah yang terus menyebar, dibuat oleh pemerintah dan tim independen multilateral bekerjasama dengan pemerintah yang bekerja untuk mengembangkan data terbuka pemerintah di sebuah negara​[1]​. Wirtz dan Birkmeyer (2015:12) mendefinisikan open government sebagai a multilateral, political and social process, which includes in particular transparent, collaborative and participatory action by government and administration. Open government didefinisikan sebagai tindakan dari transparansi, partisipasi, dan kolaborasi (Obama, 2009)​[2]​. 
Di Indonesia gerakan open government ini telah direspon oleh pemerintah indonesia melalui Open Government Indonesia (OGI) telah bergulir sejak tahun 2011 baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Gerakan OGI lahir dari gerakan serupa yang bernama Open Government Partnership. OGP adalah inisiatif multilateral yang bertujuan untuk menjamin komitmen konkret pemerintah dalam meningkatkan transparansi, memberdayakan masyarakat, melawan korupsi, dan manfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintah. OGP resmi didirikan pada 20 September 2011 oleh delapan negara, yaitu Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggiris dan Amerika Serikat. Negara-negara pendiri tersebut mendeklarasikan gerakan Open Government Partnership (OGP) dan menyetujui serta mengumumkan rencana aksi yang dilakukan oleh masing-masing negara. Saat ini keanggotaan OGP menjadi enam puluh empat negara, termasuk ratusan organisasi kemasyarakatan didalamnya. Bahkan Indonesia sebagai salah satu Ketua Bersama OGP periode Oktober 2013 – September 2014. Visi dari OGP adalah menciptakan lebih banyak pemerintahan yang lebih transparan, bertanggungjawab dan cepat tanggap kepada masyarakat secara berkesinambungan, dengan tujuan utamanya adalah meningkat kualitas pemerintah serta kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Hal tersebut membutuhkan sebuah upaya dalam mengubah norma dan kultur sehingga dapat memastikan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil​[3]​.
Secara umum, Open Government Indonesia (OGI) memungkinkan adanya saluran komunikasi yang tidak sekedar dua arah antara pemerintah dan masyarakat namun juga bersifat interaktif bahkan real-time (komputasi waktu nyata, langsung dapat diamati dan direspon). Berbagai channel (jalur komunikasi) sebagai wujud semakin terbukanya pemerintah dapat diamati di jejaring sosial maupun portal layanan publik bagi masyarakat yang terintegrasi walaupun belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Indonesia, hadirnya OGI sebagai upaya untuk melihat dampak atas kebijakan pemerintah dengan diterbitkannya UU Keterbukaan Informasi Publik No. 12 tahun 2008 yang efektif berlaku sejak tahun 2010. 
Open Government yang  merupakan gerakan untuk membangun pemerintah yang lebih terbuka termasuk juga pada level pemerintahan daerah yang  lebih partisipatif dan lebih inovatif juga berlandaskan pada UU No 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Permendagri 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemerintahan daerah, serta PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008. 
Harmoni pelaksanaan Open Government di topang oleh penyelenggaraan pemerintahan  berbasis elektronik, atau yang biasa disebut e-government, sebelum hadirnya gerakan OGI, inovasi penyelenggaraan pemerintahan didahului oleh berkembangnya  e-government yang sudah diinisiasi sejak tahun 2003. Selain adanya kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan sebuah sistem yang terintegrasi, pengembangan e-government di Indonesia didukung pula oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government. Selain itu, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Indonesia, e-government semakin berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta membantu proses penyampaian informasi secara lebih efektif kepada masyarakat. Perlu disadari dan dipahami bahwa sesuai amanat UUD 1945 Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 34 ayat (3), maka peningkatan pelayanan publik (public service) harus  mendapatkan perhatian utama dari pemerintah, karena pelayanan publik merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat (social rights) ataupun hak yang mendasar (fundamental rights)​[4]​.
Penulis akan melihat bagaimana penerapan e-government dan Open Government pada level pemerintahan daerah,  kondisi penyediaan  layanan publik dan  kolaborasi antar institusi pemerintahan di daerah, Pemerintah Provinsi Jambi bersama dengan DPRD Provinsi Jambi telah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tanggal 11 Maret 2014 dengan melihat tujuan dan sasaran Perda tersebut adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, yaitu keterbukaan, pertisipatif, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan serta mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta pengelolaan badan publik yang baik dalam rangka menuju open government. Namun, pada tahun 2015 Provinsi Jambi masih pada level keterbukaan yang cukup rendah, yakni pada peringkat ke-28 dari 34 Provinsi di Indonesia, jika dibandingkan dengan beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Riau, Provinsi jambi masih tertinggal cukup signifikan yang dapat terlihat dari tabel di bawah ini :






Tabel 1. Perbandingan Persilangan Penilaian Elemen Keterbukaan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2015​[5]​

Pemerintah Provinsi Jambi merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang juga telah memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun pada pelaksanaannya baru pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Jambi lebih seirus dalam mengintergrasikannya pada sistem perencanaan dan penganggaran. Perkembangan penggunaan e-government di Provinsi Jambi Pada terlihat dengan adanya tindaklanjut pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pemerintah dengan pemanfaatan  e-government  berbasis aplikasi e-Planning dan e-Budgeting, tindaklanjut ini merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia yang tertuang dalam rencana aksi daerah dalam menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU), dengan bentuk kegiatan Training of Trainers (ToT) selama 4 hari kepada operator pengelola aplikasi pada Pemerintah Provinsi Jambi.
Persoalan lambatnya respon pemerintah Provinsi Jambi dalam mengembangkan e-government, diindikasikan adanya beberapa persoalan yang mendasarinya yaitu belum terintegrasinyregulasi yang mengatur kewenangan antar lembaga pemerintahan yang menyediakan layanan, sehingga kolaborasi menuju inovasi terhambat, kekurangan komitmen terhadap ketersediaan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang pengembangan IT, dan secara budaya kerja masih yang belum mendukung. 

LANDASAN TEORI
Konsep Open Government (OG).
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  mendefinisikan Open Government sebagai “transparansi dari tindakan pemerintah, akses terhadap layanan dan informasi dari pemerintah, serta ketanggapan pemerintah terhadap ide-ide baru, permintaan, dan kebutuhan.” Kebijakan Open Government adalah alat pencapaian peningkatan kualitas demokrasi dalam sebuah negara untukmemperbaiki pemenuhan kebutuhan rakyat melalui sebuah tatakelola kebijakan yang terbuka. Kebijakan inimenghasilkan beragam keuntungan bagi dunia usaha dan warga negara, termasuk bagi pemerintahan yang melaksanakankebijakan tersebut. Contoh kunci dari kebijakan di atas meliputi: 
1.	Memastikan hasil kebijakan yang lebih baik 
2.	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan 
3.	Memperbaiki kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan 
4.	Mendorong pengembangan sosio-ekonomi inklusif 
5.	Membina inovasi 
Organization for Economic Co-operations and Development (OECD) memaparkan konsep yang mengandung pengertian lebih luas yaitu dengan  menggunakan istilah pemerintahan terbuka (open government). Konsep  keterbukaan pemerintah menurut OECD tidak hanya sekedar bersikap transparan,  tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas dan responsivitas di dalam  relasi antara  pemerintah dan warga yang dilayaninya. Transparansi dalam arti setiap tindakan  pemerintah dapat dicermati oleh publik; aksesibel dalam arti setiap tindakan  pemerintah tersebut dapat diketahui oleh setiap orang, setiap saat, dan di  manapun; serta responsif atau tanggap terhadap ide dan kebutuhan publik yang baru (OECD, 2015). Dengan demikian, pemerintah terbuka di sini dimaknai  sebagai penyelenggaran pemerintahan yang dilakukan secara transparan dan melibatkan warga dan pemangku kepentingan sejak pengambilan keputusan,  pelaksanaan sampai dengan evaluasi. 
Open government menurut Global Integrity (Turner, 2015) mencakup tiga hal yakni transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas. Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Dengan keterlibatan publik, maka  publik dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses kebijakan pemerintah dan program pemberian layanan. Akuntabilitas bermakna bahwa masyarakat dapat meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja kebijakan dan pelayanannya. Ketiga elemen tersebut menjelaskan bahwa inisiatif, program, dan intervensi pemerintahan terbuka sering disebut sebagai “Open Government”. Hal yang paling penting  di sini, adalah bahwa tidak satu pun dari inisiatif atau intervensi dari pemerintahan terbuka  dapat berdiri sendiri. Jika dikombinasikan antara satu dengan yang lain, maka akan benarbenar terlihat potensi open government dalam bentuknya yang paling kuat dan holistik.
 
Konsep e-Government (e-Gov).
E-Government atau  Electronic Government adalah salah satu bentuk atau model sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan, pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem. E-Government merupakan perkembangan baru dalam rangka peningkatan layanan publik yang berbasis pada pemnfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga layanan publik menjadi lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dibutuhkan integrasi proses bisnis instansi ke dalam sistem informasi yang menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan. Implementasi e-Government di pemerintah daerah juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan transparansi dan peningkatan layanan publik untuk menjawab kebutuhan birokrasi dan administrasi di pemerintah daerah. Pengembangan sistem informasi juga dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang terkait dalam perencanaan pembangunan daerah. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi. Budi Rianto dkk (2012:39) mengatakan sedikitnya ada empat indikator keberhasilan E-Government, yaitu :
1.	Ketersediaan data dan informasi pada pusat data.
2.	Ketersediaan data dan informasi bagi kebutuhan promosi daerah.
3.	Ketersediaan aplikasi E-Government pendukung pekerjaan kantor dalam pelayanan publik.
4.	Ketersediaan aplikasi dialog publik dalam rangka meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat melalui aplikasi e-mail, SMS ataupun teleconference.
Strategi dalam inovasi peyediaan pelayanan publik, menurut Denis Anderson, dkk. (2015 : 14-15) adalah upaya pemerintah agar dapat memberikan pelayanan publik dengan cara yang adil, efektif, inklusif-berpusat pada warga, dan sektor publik yang memiliki kapasitas untuk memberikan layanan, perlu diperkuat pada tingkat pusat dan daerah. Hal ini berarti diperlukan upaya untuk memperkuat empat dimensi utama antar sektor publik, yaitu; lembaga-lembaga publik terutama di tingkat daerah untuk memberikan layanan; kapasitas kepemimpinan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memberikan layanan secara transparan, adil, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; proses dan mekanisme yang mendukung partisipasi warga dalam perancangan dan penyampaian layanan; serta budaya organisasi sehingga dapat menciptakan ruang untuk peningkatan dan inovasi yang berkelanjutan dalam pemberian layanan kepada masyarakat.\
Denis Anderson, dkk. (2015 : 14-15) mengemukakan lima strategi utama dalam menyediakan pelayanan publik :
1.	Innovative transformation of leadership and public ofﬁcials’capacities. (Transformasi Inovasi Kepemimpinan dan Kapasitas Sumber Daya Publik).
2.	Institutional and organizational innovation. (Inovasi Organisasi dan Institusi).
3.	Process innovation, including innovative channels and mechanisms for partnership building and citizen engagement. (Proses Inovasi, termasuk saluran-saluran inovasi dan mekanisme membangun kerjasama dan pelibatan publik).
4.	Organizational culture to promotes knowledge sharing and management for innovation, transparency and accountability. (Budaya Organisasi dalam mempromosikan dan membagikan pengeraguan, serta pegelolaan Inovasi, Keterbukaan, dan Akuntabilitas).
5.	Leveraging the potential of ICTs: new opportunities for innovation. (Pengembangkan potensi TIK, dan peluang inovasi terbaru).
Ke lima strategi diatas saling terkait dan saling tergantung, oleh karena itu, strategi ini harus digunakan secara holistik. Dengan kata lain, strategi ini penting untuk dibahas dan dikaji secara terpadu dalam memperkuat kerangka kerja kelembagaan, proses dan mekanisme untuk memberikan layanan secara adil dan efektif, pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk penyampaian layanan yang adil dan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif menekankan analisinya pada quality. Data yang dikumpulkan bukan berupa kuantifikasi angka-angka, melaikan data yang diperoleh berasal dari wawancara secara mendalam, catatan  lapangan peneliti, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya yang diperoleh melalui field research. Sehingga yang menjadi sasaran utama penelitian ini adalah menggambarkan relita empirik di balik fenomena secara memperoleh pemaknaan mendalam, menyeluruh, rinci dan tuntas. Oleh sebab itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan, membandingkan, serta mencari benang merah antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, observasi dan wawancara secara mendalam dengan sejumlah informan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan non-pemerintahan lainnya seperti media dan LSM yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Transformasi Inovasi dalam Saluran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah







Tabel 2. Persebaran jumlah dan status website pemerintah provinsi dan kabupaten​[6]​.

Dari data di atas terlihat bahwa perkembangan e-government, mengarah pada perkembangan yang cukup baik secara nasional, Tranformasi inovasi ini seiring dengan Perkembangan e-government di Indonesia pada tahap awal dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, yang mengamanahkan 4 model tahapan pelaksanaan e-government. Dijelaskan dalam Instruksi Presiden tersebut bahwa pengembangan e-government dilakukan melalui 4 tingkatan : (1) persiapan, (2) pematangan, (3) pemantapan, dan (4) pemanfaatan. Kondisi saluran informasi e-government pada permulaan perkembangannya di Indonesia ini, kondisi secara kuantitatif yang baik di atas tidak relevan dengan perkembangan tahapan yang masih sebagian besar masih dalam tahapan pertama (persiapan), hanya sebagian kecil yang sudah mencapai tingkat kedua (pematangan), dan belum ada satu pun yang mencapai tingkat ketiga (pemantapan) dan/atau tingkat keempat (pemanfaatan). 








Tabel 3. klasifikasi status terkini perkembangan e-government di Indonesia berdasarkan provinsi tahun 2018​[7]​

Dari tersebut terlihat bahwa saluran informasi berupa website di pemerintah daerah di Provinsi Jambi dilihat dari pemanfaatan e-government dari penggunaan media website secara umum mayoritas masih pada tahapan pematangan, dikategorikan untuk website yang menyediakan sedikitnya satu  media yang menyajika interaksi pemerintah dengan pengunjung situs/publik serta menyediakan tautan ke lembaga-lembaga lain di internal ataupun eksternal pemerintah daerah itu sendiri. Bentuk media interaksi yang dimaksud antara lain adalah : penyediaan email, nomor telepon, formulir masukan, polling, forum diskusi, sms, dan atau chat. Sementara hanya 2 Pemerintah Daerah yang sudah masuk pada tahapan pemantapan, atau dikategorikan untuk website yang menyediakan setidaknya satu layanan elektronik berupa website atau aplikasi untuk layanan publik yang dapat diakses. Website atau aplikasi tidak diharuskan terintegrasi satu dengan yang lain, cukup dengan memungkinkan masyarakat sebagai pengguna untuk menyelesaikan urusan pemerintahan dengan cepat dan efektif. 
Inisiatif dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan e-government di Indonesia tentu perlu diapresiasi. Tetapi menyadari fakta bahwa mandat pengembangan e-government sudah ada sejak 15 tahun yang lalu, maka pergerakan e-government dari satu tahapan ke tahapan lain dapat dinilai sangat lambat. Kelambatan ini tentu dilatarbelakangi oleh berbagai alasan kontekstual : infrastruktur, biaya, peran pemerintah, keterlibatan pihak-pihak terkait, dan lain-lain, harus dipertanyakan. Pelaksanaan Transformasi inovasi e-government di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, yaitu kekurangan komitmen terhadap ketersediaan anggaran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya penetrasi TIK, kurangnya dukungan regulasi, dan secara budaya kerja masih yang belum mendukung. Penelitian oleh Hwang dan Syamsuddin memperlihatkan bahwa hambatan utama pengembangan e-government adalah kesulitan teknis, adanya kesenjangan digital (digital divide) dan ketiadaan kemauan untuk menggunakan e-government dari masyarakat dan pemerintah itu sendiri.​[8]​

Kepemimpinan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Tranformasi Inovasi Pemerintahan berbasis e-government. 
	Komitmen dari kepala daerah sebagai leading actor merupakan faktor utama dalam kolaborasi pemerintahan dalam transformasi inovasi di Pemerintah Provinsi Jambi, website dan aplikasi pemerintahan berbasis e-government adalah sarana penunjang transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Untuk dapat menyukseskan penerapan e- government harus dimulai dengan komitmen dari pimpinan atau dalam hal ini kepala daerah yang bersangkutan sehingga penerapan e-government tersebut tidak hanya mengikuti trend semata, namun harus dibuktikan oleh hadirnya pemerintah dan dirasakan oleh publik. Penerapan aplikasi dan website dalam hal ini harus benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat berkaitan dengan informasi publik. Dalam kaitannya dengan komitmen transparansi dan keterbukaan informasi publik, Kepala Daerah atau pemimpin harus menciptakan pemerintahan yang berlandaskan prinsip good coporate governance yang didalamnya berisikan tentang transparansi, akuntabilitas dan manajemen yang baik. Seluruh informasi yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan akan di post kan melalui media website. Komitmen seorang kepala daerah dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik di pemerintahannya merupakan sebuah langkah untuk memperbaiki citra birokrasi selama ini yang terkesan kaku dan tertutup. Komitmen seperti inilah yang harusnya disikapi secara lebih bijak serta ditransformasikan secara baik oleh jajaran OPD sehingga program pemerintah yang berkaitan dengan masalah transparansi dan keterbukaan informasi publik dapat terlaksana dengan baik
	Salah satu kendala yang dihadapi dalam penerapan e-government adalah kemampuan sumber daya manusia yang melaksanakannya kerana hal ini menyangkut bagaimana mengubah pola pikir pegawai. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam menerapkan e-government pada Pemerintah Provinsi Jambi dilakukan melalui pelatihan teknologi informasi. Di dalam pelatihan dan peningkatan sumber daya menusia, perlu mengubah pandangan tentang teknologi informasi dan komunikasi, bukan sekadar alat untuk mengelola informasi, melainkan ia memiliki aspek budaya. Teknologi bukan hanya menuntut penguasaan atas perangkat kerasnya, melainkan mengubah diri kita berinteraksi dengan masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi. 
	Temuan penelituain yang sudah dilakukan selama ini adalah, menyertakan pegawai dalam pelatihan pengembangan e-government dalam rangka alih teknologi diikuti oleh pegawai yang ditunjuk oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi, akan tetapi pelatihan semacam ini belum melibatkan seluruh OPD terkait secara holistik, belum terpola, dan masih pada tahap persiapan. Peningkatan kapasitas sumber saya seperti ini merupakan hal krusialdan sangat penting untuk terus dilakukan guna memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai bagi seluruh operator e-government di seluruh OPD, karena penggunaan aplikasi bisa saja antar atau lintas lembaga. Metode pelatihan yang perlu dilakukan adalah dengan mendatangkan pelatih (trainer) yang berkualitas dan memiliki sertifikasi, dan melalui kelas pelatihan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan akan keterbukaan data saat ini, maka peserta pelatihan akan dipandu dan dituntun langkah demi langkah untuk mengerti, memahami, dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan semua teknologi yang akan diterapkan. 
	Selain itu pelatihan yang diberikan kepada operator di OPD dilakukan dengan praktek langsung (Hands-On) untuk Metode pelatihan yang dilakukan adalah dengan mendatangkan pelatih (trainer) yang berkualitas, dan melalui kelas pelatihan yang telah di set sedemikian rupa, maka peserta pelatihan akan dipandu dan dituntun langkah demi langkah untuk mengerti, memahami, dan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan semua teknologi yang akan diterapkan. Selain itu pelatihan yang diberikan kepada operator di OPD dilakukan dengan praktek langsung (Hands-On) untuk melakukkan konfigurasi dan menjalankan teknologi yang ada. Pelatihan yang diberikan adalah seluruh modul aplikasi, infrastruktur, dan software yang digunakan untuk membangun sistem informasi di masing-masing OPD sesuai dengan kebutuhan database yang akan digunakan pada OPD. Pelatihan pada dasarnya untuk membangun kapasitas dan kapabilitas pegawai agar dalam pelaksanaan tugas dapat lebih maksimal. Namun hasil pelatihan yang diberikan dapat tercapai bila didukung pula dengan kemampuan dari sumber daya manusianya dalam menangkap dan memahami apa yang diberikan dalam pelatihan. Dalam penerapan e-government di Provinsi Jambi, dilihat dari penerapan aplikasi dan website OPD menunjukkan bahwa pada umumnya para operator belum memiliki kemampuan yang mamadai untuk menangani e-government di OPD-nya masing-masing. Untuk itu, pelatihan operator sangat penting untuk terus dilakukan. 

Kolaborasi Pemerintahan dan Pelibatan Masyarakat dalam Penyediaan Pelayanan Publik.
Global Integrity (Turner, 2015) menyebutkan bahwa ada tiga hal penting dalam pewujudan Open Government yakni Kolaborasi yang menekankan adanya transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas. Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Dengan keterlibatan publik, maka  publik dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses kebijakan pemerintah dan program pemberian layanan. Penulis melihat bahawa desain kolaborasi yang terlihat dalam hubungan bentuk baru dari penggunaan e-government di Provinsi Jambi masih pada tahapan Government to Government (G-to-G), hal ini terlihat dengan penyelesaian tugas dan urusan pemerintahan yang menghubungkan antara satu pemerintah dengan pemerintah lainnya (government to government), baik antar instansi, maupun hubungan dengan instansi vertikal, Pemerintah Provinsi jambi juga baru menerapkan tahapan Government to Employees (G-to-E)  Tipe aplikasi G-to-E diperuntukkan secara internal bagi para staf di instansi pemerintahan, yang kaitannya dengan proses penggajian pegawai, penilaian pegawai, telah dilakukan dengan aplikasi. 
Penerapan prinsip Open Government meniscayakan adanya keterlibatan publik dalam mengakses layanan, namun hal ini belum tergambar dalam penggunaan e-government pada Pemerintah Provinsi Jambi / Government to Citizens (G-to-C) yang seharusnya telah menyediakan aplikasi pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi untuk berinteraksi dengan masyarakat, baru akan dioperasikan pada tahun 2019 melalui sistem aplikasi e-planning, hal ini memungkinkan kolaborasi dan integrasi penggunaan e-government dengan adanya aplikasi e-Planning yaitu sebuah aplikasi penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 86 Tahun 2016. Dengan adanya alat bantu e-planning, BAPPEDA dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan termasuk mempermudah masyarakat dalam terlibat bahkan dari proses perencanaan, dapat diakses pada laman http://eplanning.jambiprov.go.id/ (​http:​/​​/​eplanning.jambiprov.go.id​/​​)​[9]​
Transformasi inovasi juga terlihat dari penyiapan saluran-saluran dan mekanisme pelibatan publik dalam pelayanan, termasuk hadirnya sarana berupa infrastruktur, tanpa adanya infrastruktur yang mendukung maka tidak mungkin suatu pemerintahan berbasis elektronik terwujud. Ketersediaan Infrastruktur teknologi informasi yang memadai merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan e-Government. Di Provinsi Jambi, untuk pemenuhan infrastruktur, pemerintah/dinas Informasi dan Komunikasi kiranya masih sangat sulit menyediakan infrastruktur yang memadai. Hal tersebut dikarenakan kurangnya anggaran yang diberikan. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah lebih banyak digunakan untuk pemenuhan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Dinas Informasi dan Komunikasi, jadi anggaran tersebut bukan digunakkan untuk pemenuhan infrastruktur-infrastrktur yang memadai. Dalam hal ini berarti alokasi dana belum terfokus pada kebutuhan infrastruktur pendukung penerapan e-government. Untuk itu ke depannya, pemerintah bisa membantu pengalokasian dana yang cukup dan sesuai untuk menyediakan infrastruktur penunjang e-government.

KESIMPULAN
Transformasi Inovasi dalam penyediaan layanan publik pada pemerintah daerah perlu menekankan pembenahan tata kelola data dan pola hubungan antra instansi yang berimplikasi penguatan kolaborasi pada pelayanan antar instansi pemerintah dan akses publik terhadap data-data resmi pemerintah yang pada akhirnya adalah mempercepat, mempermudah, dan dapat menekan biaya pelayanan pemerintahan. Lebih lanjut pemerintah daerah perlu menyusun kerangka regulasi sebagai salah satu strategi pemerintah di dalam memperbaiki proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dengan memastikan ketersediaan data-data pemerintah yang akurat, mutakhir, dan terpadu.
Dari hasil penelitian penulis, nelum  terlihat adanya desain kolaborasi yang jelas ditambah rendahnya pemahaman yang sama diantara lembaga penyedia layanan dalam pemerintahan tentang mekanisme, cara, dan proses inovasi yang bertujuan untuk dapat melibatkan publik secara untuh, baik sebagai penerima ataupun sumber dari layanan. Hal ini disebabkan oleh minimnya komitmen dari pimpinan pada level elit, dan budaya organisasi yang masih statis, tidak dinamis. Serta ketersediaan anggaran dan infrastruktur pendukung yang masih minim. Maka diperlukan kolaborasi yang lebih efektif dengan didorong oleh penyempurnaan regulasi, penataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan komitmen terhadap penyediaan anggaran dan infrastruktur pendukung layanan berbasis elektronik. Maka jika semua unsur ini dapat dipenuhi, pelaksanaan pemerintahan yang berbasis pada pelibatan publik secara terbuka dengan desain open government dapat terwujud di Provinsi Jambi. 
Diperlukan good will dan political will yang kuat dalam mendorong komitmen kepemimpinan pemerintahan daerah dalam menyediakan anggaran yang fleksibel dalam pemenuhan infrastruktur dan suprastruktur pelayanan, maka pencapaian desain pemerintahan yang menekankan pada akuntabilitas, transparansi, partisipasi, serta kolaborasi yang merupakan prinsip utama pada desai pemerintahan terbuka (open government) akan terwujud. 
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